BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimulai dengan dibentuknyaDepartemen Eksplorasi Laut (DEL)  pada tanggal 10 November 1999 dan terus mengalami perubahan nomenklatur  tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, hingga kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang  Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dalam menjalankan tugasnya organisasi di Kementerian didukung oleh berbagai unit organisasi teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
Setiap unit organisasi teknis baik yang berada di pusat maupun di daerah didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, dimana pengembangan, pemberian motivasi dan pemeliharaan kinerja sangat diperlukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai agar dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian. Dengan luasnya wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah Negara Indonesia, menjadi tantangan bagi organisasi untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya secara efektif dan efisien. 
Salah satu tantangan tersebut adalah penempatan pegawai, setiap pegawai baik yang  lama maupun baru memahami bahwasanya sudah menjadi kewajiban bagi pegawai untuk sanggup ditempatkan atau ditugaskan di seluruh wilayah Negara ini atau di Luar Negeri sesuai dengan yang ditunjuk. 
Marihot Tua (2005) seperti dikutip oleh Sunyoto (2003:122) menjelaskan penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk karyawan yang baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan (transfer), dan penurunan jabatan (demosi) atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Penempatan pegawai baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama adalah hal yang wajar di lingkungan organisasi, dalam rangka pengembangan baik untuk organisasi maupun pegawai tersebut.
Penempatan pegawai dilakukan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan organisasi tetapi juga merupakan bagian dari pengembangan karier pegawai dan mutasi merupakan bagian dari perjalanan karir pegawai. Setiap kekosongan jabatan dalam organisasi membutuhkan sumber daya manusia dengan kriteria-kriteria tertentu untuk dapat mengisi jabatan tersebut. Ketersediaan sumber daya tersebut bisa saja diperoleh dari dalam organisasi atau dari luar. 
Dalam organisasi pemerintahan proses pengisian kekosongan jabatan sedikit berbeda dengan organisasi swasta dimana tidak semua jabatan dapat diisi oleh sumber daya dari luar. Untuk jabatan-jabatan yang sifatnya eksekutif seperti jabatan eselon yang merupakan jabatan struktural hanya dapat diisi oleh PNS yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu melalui promosi atau transfer dari atau antar satuan kerja dalam organisasi, jika dalam organisasi tersebut tidak terdapat personil yang sesuai dengan kriteria jabatan, maka dapat dilakukan rekruitmen dari luar melalui lelang jabatan (open recruitment) atau penugasan antar Lembaga, Badan ataupun Kementerian. 
Sedangkan untuk jabatan pelaksana selain mutasi, transfer, alih tugas dari dan antar organisasi, kekosongan jabatan dapat diisi melalui rekruitmen pelamar umum yang terlebih dahulu harus dihitung sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut adalah data yang memperlihatkan jumlah perpindahan pegawai meliputi mutasi, transfer dan penugasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk satuan kerja yang berada di Wilayah Sumatera Barat :
Tabel 1
Persentase Kepindahan Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumatera Barat
Tahun 2011 – 2015
	Tahun 
	Pegawai Mutasi Ke UPT
	Pegawai Mutasi kembali ke Pusat
	Pegawai Baru
	Penugasan
	Jumlah Pegawai
	Total
	Presentase Kepindahan

	2011
	1
	1
	18
	1
	98
	21
	21%

	2012
	6
	1
	0
	3
	107
	10
	9%

	2013
	6
	2
	0
	3
	106
	11
	10%

	2014
	6
	5
	6
	5
	104
	22
	21%

	2015
	6
	2
	8
	4
	114
	20
	18%


Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dari tabel 1 terlihat besarnya persentase perpindahan terjadi pada tahun 2011 dan 2014 dengan persentase sebesar  21 % dari 97 total pegawai di tahun 2011 dan 104 pegawai di Tahun 2014, sedangkan presentase perpindahan terkecil terjadi di Tahun 2012 sebesar 9 % dan di Tahun 2015 sebanyak 18 %.
Meskipun mutasi diperlukan untuk keperluan organisasi dan pengembangan karier pegawai, namun tidak selamanya pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Dalam melaksanakan penempatan terdapat faktor kendala yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan tenaga kerja seperti diungkapkan oleh Mangkuprawira (2011) dalam Sunyoto (2013:122) bahwa faktor tersebut adalah ketidakcocokan dan perputaran karyawan baru.
Pemindah tugasan pegawai adalah sesuatu yang dapat diterima ataupun ditolak oleh pegawai. Perpindahan tugas yang dilaksanakan dengan kesediaan pegawai akan memberi dampak yang lebih positif bagi pegawai dan organisasi terlebih jika perpindahan tersebut juga sesuai dengan rencana kebutuhan SDM organisasi. Sedangkan penolakan pegawai untuk dipindah tugaskan akan memberikan dampak negatif bagi pegawai dan organisasi, karena berarti akan ada kekosongan jabatan di organisasi satuan kerja yang memerlukan dan berakibat bertambahnya beban kerja. Ataupun jika harus dilaksanakan tanpa kesediaan pegawai, dapat menimbulkan adanya ketidakcocokan kognitif, yaitu perbedaan antara apa yang orang antisipasikan dan apa yang dialami menurut Sunyoto (2013).
 Akibat dari timbulnya ketidakcocokan kognitif adalah pegawai berusaha bertindak untuk dapat keluar dari organisasi tersebut, oleh karena itu sangat penting untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindahtugaskan. Mengingat luasnya wilayah kerja Kementerian dan besarnya kemungkinan pegawai untuk dipindahtugaskan di satuan kerja yang berada di wilayah lain. 
Seperti yang dikemukakan oleh Gould dan  Penley (1985) bahwa perilaku pegawai terhadap perpindahan tugas ke wilayah geografi lain didasari oleh, pegawai menganggap bahwa pemindah tugasan sebagai strategi penempatan dan pengembangan pegawai di organisasi, perpindahan dapat digunakan sebagai strategi peningkatan karier individu, dan ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa pegawai menjadi kurang bersedia untuk dipindahkan tugaskan ke lain wilayah geografi untuk alasan karir. Indikasi ketidak bersediaan pegawai tersebut didasari oleh dampak psikologis dan finansial yang akan dihadapi pegawai ketika pindah ke lokasi baru, yaitu: besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan keluarga ke lokasi kerja yang baru, besarnya biaya hidup di tempat tinggal yang baru, dan konsekuensi kehilangan pekerjaan dari pasangan hidup (suami/istri).
Di masa kini pemindah tugasan tidak bisa didasarkan hanya pada kebutuhan organisasi saja, tetapi juga implikasi yang akan dihadapi pegawai yang dipindah tugaskan. Organisasi harus berhadapan dengan kebutuhan logistik  dan masalah psikologis yang akan dihadapi oleh pegawai ketika melakukan pemindahan pegawai ke lokasi baru menurut Morabito (1989). 
Dalam mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindahtugaskan Gould dan Penley (1985) dalam studi literaturnya menyimpulkan dua variabel yang mungkin berhubungan terhadap kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan. Variabel yang mempengaruhi kesediaan individu untuk dipindah tugaskan dibagi menjadi dua, yaitu : variabel berbasis waktu; usia, lama bekerja, lama domisili, serta variabel berbasis situasional; gaji, keterlibatan kerja, dukungan pasangan, dan dukungan keluarga. 
Melalui fenomena tersebut penulis mencoba mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan melalui rumusan masalah “Pengaruh Variabel Berbasis Waktu dan Situasional Terhadap Kesediaan Pegawai untuk Dipindah Tugaskan”
1.2 Rumusan Masalah
Pegawai merupakan aset terpenting dalam organisasi/ perusahaan, permasalahan dalam organisasi ini terkait dengan pelaksanaan mutasi dan perpindahan pegawai dalam organisasi, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk mengetahui faktor atau dasar keputusan pegawai untuk bersedia di pindah tugaskan, sehingga pemindahan pegawai yang berjalan tidak memberikan dampak negatif baik bagi perusahaan maupun organisasi. Dengan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah usia pegawai mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan ?
2. Apakah lama domisili atau lingkungan sosial berpengaruh terhadap kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan?
3. Apakah lama bekerja mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan ?
4. Apakah gaji mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan?
5. Apakah keterlibatan kerja mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan?
6. Apakah dukungan pasangan mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan?
7. Apakah status keluarga pegawai mempengaruhi kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan?
1.3 Tujuan Peneltian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pegawai untuk bersedia dipindah tugaskan.
2. Untuk memahami faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pegawai untuk bersedia dipindah tugaskan.

1.4  Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan hasil dan manfaat positif bagi:

1. Bagi organisasi, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pemindahtugasan pegawai sehingga dapat meminimalisir penolakan pegawai untuk dipindah tugaskan sehingga tercipta SDM yang seimbang di setiap satuan kerja Kementerian, yang berimbas pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Bagi akademisi dan peneliti lain, untuk menambah pengetahuan dan bahan masukan dalam penelitian lanjutan mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kesediaan pegawai untuk dipindah tugaskan.
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